
BUPATI NGANJUK

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG

PERKOTAAN BERBEK, LOCERET DAN PACE
KABUPATEN NGANJUK

Menimbang

Mengingat

BUPATI NGANJUK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
I"_1". P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1 / 12 / 2OtT tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Kelompok Keg'a penyusunan
Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana
Detail Tata Ruang Perkotaan Berbek, l,oceret dan pace
Kabupaten Nganjuk.

1 Undang-Undang Nomor
Penataan Ruang;

26 Tahun 2OO7 tentang

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan perundang_undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor
Kerja;

11 Tahun 2020 tentang Cipta

6. Undang-Undang Nomor 1

Hubungan Keuangan Antara
Pemerintahan Daerah;

Tahun 2022 tentang
Pemerintah Pusat dan

PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
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TENTANG
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis;

8. Peratural Pemerintah Nomor 21 Tahun 2A2l l.:entang
Penyelenggaraan penataan Ruang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2O2L tentang
Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan
Lingkungan Hidup;

1O. Peraturan Presiden Nomor lll Tahun 2022 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan pembangunan
Berkelanjutan;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUMJ/12/2otz
tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis;

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor S Tahurr 2022
tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan
Hidup Strategis Dalam penyusunan Rencana Tata
Ruang;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun
2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nganjuk Tahun 2O2 t-2O41 ;

14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2O22
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Keq'a perangkat Daerah Kabupaten
Nganjuk;

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMPOK KERJA PEI{YUSUNAN DOKUMEN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
RUANG PERKOTAAN BERBEK, LOCERET DAN PACE
KAIIUPATEN NGANJUK.

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Membentuk Kelompok Keq'a penyusunan Dokumen K4jian
Ungkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata nuLg
Perkotaan Berbek, l.oceret dan pace Kabupaten Nganjui
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas:
a. menyusun kerangka acuan kerja;
b. me laksanakan konsultasi publik;
c. membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup

strategis melalui mekanisme :

)h



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

1. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau
program terhadap kondisi lingkungan hidup dan
pembangunan berkelanjutan ;

2. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan
rencana d,an/ atau program; dan

3. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk
pengambilan keputusan kebljakan rencana dan/atauprogram yang mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanj utan.

d. melaksanakan pengintegrasian hasil kajian lingkungan
hidup strategis ke dalam kebijakan, rencana aanTatau
program;

e. melaksanakan penjaminan kualitas kajian lingkungan
hidup strategis;

f. melaksanakan pendokumentasian kajian lingkungan
hidup strategis; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mengacu pada:
a. kebijakan, rencana dan program masing-masing sektor

berdasar pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan
kewenangannya; dan

b. ketersediaan anggaran, kemampuan sumber daya
manusia, komitmen dan inovasi masing-masing sektor
dalam implementasi kebijakan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

Keputusan Bupati
ditetapkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 7 November 2022

PIt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN DJUMADI

:i sesuai dengan aslinya
BAGIAN HUKUM

o s M.SiS
Pembina
NIP. 1968
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188 / 3s9 / K/ 4t t.or3 / 2022
TENTANG PEMBENTUKAAN KELOMPOK KERJA PEI{YUSUNAN DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
PERKOTAAN BERBEK, LOCERET DAN PACE KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEI{YUSUNAN DOKUMEN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG

PERKOTAAN BERBEK, LOCERET DAN PACE KABUPATEN NGANJUK

NO. KEDUDUKAN
KELOMPOK KER.IA

JABATAN DAI.AM DINAS / INSTANSI

I 2 .)
1 Pembina Bu N

2 Fenanggung Jawab Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3 Ketua Kepala Dinas Lingkungan Hidu Kabupaten Nganjuk
4 Wakil Ketua Kepala Badan Perencanaan

Kabupaten Nganjuk
Pembangunan Daerah

5 Sekretaris Kepala Bidang Perencanaan, pengawasan
Peningkatan Kapasitas Lingkungal Hidup

ungal Hidup Kabupaten Nganjuk

dan
Dinas

6 Anggota Subkoordinator Subsubstansi perencanaan dan
Kajian Dampak Lingkungan pada Dinas

l)

paten NganjukLingkungal Hidup Kabu
koordinator Subsubstansi pengawasan,

Pengaduan dan penyelesaian Sengketa
Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup

2) Sub

Kabupaten Nganjuk
3) Penata Pertanahan pada Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Nganjuk
Subkoordinator Subsubstansi Kesehatan
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga

ukhatanDrna Kes se Ka ub ten N
Subkoordinator Subsubstaasi
Pengelolaan Data dan Informasi
Modal pada Dinas penananan
Pelayanan Terpadu Satu pintu

Pelayanan,
Penanaman
Modal darr

Kabupaten

s)

N uk
6) Subkoordinator

Teknologi Trans
Subsubstansi Pengembangal

portasi da Dinas hPer bupa ungan
Kabu Nten uk

7l Adytama Kepariwisataa,n
Kepemudaan, Olah Raga,

pada Dinas
Kebudayaan dal

Pariwisata Kabupaten Nganjuk
8) Pengawas Mutu Hasil

Perlindungan pertanian
Pertanian pada Bidang
pada Dinas Pertanian

ukbuKa n Ntepa
Tata Bangunan dan perumahan pada

Perumahan Rakyat Kawasan permukimal
e) Teknik

Dinas
ganjukdal Pertalahan Kabupaten N

tor Subsubstansi Pengelolaan Sistem
Informasi Industri Nasional pada Dinas
Perindustrian dan perdagangan Kabupaten
Nganjuk

10) Subkoordina
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1f) Pelaksana Sarana prasarana SMp pada Dinas
Pendidikan Kabu ukten N

12) Penata Ruang Ahli I pada Dinas pekerjaan Umum
Kabu ten Nganjukdan Penataan R

13) Kepala Sub-Seksi Kesehatan Keselamatan Keda
dan Lingkungan pada perum perhutani KpH

ukN

14) Kepala Seksi Pemerintahal dan pelayanan publik
Kecarnatan Berbek

f 5) Kepala Seksi Pemerintahan dan pelayalan publik
Kecamatan l,oceret

16) Kepala Seksi Pemerintqhan dan pelayanan publik
Kecamatan Pace

17) Ahti Arsitektur Lingkungan Binaan pada Fatrultas
Teknik niversita rawuayaU BS Malang

18) Ahli Lingkungan pertanian pada Fakultas Teknik
ruvers1 BrawijayaU Sta MaLang

Ahli Perencalaal WiIayaI dan Kota pada
Fakultas Teknik Universitas

re)

ay Malang
20) Asisten Bidang perencanaan Wilayah dan Kota

pada Fakultas Teknik Universitas Brawijaya
Malalg

21) Asisten Bidang perencanaan Infrastmktur pada
Fakultas Teknik Universitas Bra Malangwijaya

PIt. BUPATI NGANJUK,

ttd

MARHAEN D]UMADI

sesuai dengan aslinya
GIAN HUKUM,
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I
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Pembina
NrP. 19680501 199202 I OOL

I^_


